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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar 

Negara pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, 

seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, yang menyatakan bahwa, “penyelenggaraan pemerintah desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

suatu masyarakat desa berdasarkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai 

Bheinika Tunggal Ika. 

Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan 

Republik Indonesia dan dari sistem pemerintahan daerah sehingga pemerintahan desa 

disebut juga sebagai subsistem dari pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, dan proses pemberdayaan desa dan 

masyarakat desa harus senantiasa belandaskan dan didasarkan pada Pancasila sebagai 

dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) sebagai bersifat konstitusi, dan dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa 

juga harus dapat senantiasa untuk menjaga dan menghormati Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).  
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Dalam penyelenggaraannya Desa (BPD) memerlukan sebuah lembaga yaitu 

BPD selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. 

Pemerintah Desa dan BPD diharapkan mampu membawa kemajuan dengan 

memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi 

baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa. 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa di era Reformasi pada hakekatnya adalah proses 

demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat 

ini proses dari bawah yakni desa. 

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai aktivitas, 

kebijakan, program dan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan dan 

mempertimbangkan rambu-rambu dan aturan aturan yang telah ada dalam nilai-nilai 

dasar dari pancasila sebagai suatu dasar Negara, dan UUD 1945, serta senantiasa 

untuk menghormati dan menjaga keberadaan dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dan juga harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai Bheinika 

Tunggal Ika sebagai suatu bentuk perekat dalam berbagai perbedaan yang ada 

didalam masyarakat desa di seluruh Indonesia. 

Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka 

mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak 

serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam 

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah 
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besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 

Undang-Undang.
1
 

Secara implementasinya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia 

dilaksanakan oleh unsur lembaga pemerintah desa (Kepala Desa+Perangkat Desa) 

dan unsur lembaga BPD berfungsi dalam proses menyelenggarakan berbagai bentuk 

kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan berbagai bentuk kebijakan desa yang 

dibuat oleh desa itu sendiri, melalui proses musyawarah dan mufakat di tingkat desa.  

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah perubahan 

atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak 

lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah 

melainkan menjadi Daerah Mandiri, dimana masyarakatnya berhak berbicara atas 

kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini 

diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu.  

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa adalah Badan 

“Perwakilan” Desa yang juga disngkat BPD yang dahulunya disebut BPD. 

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

adalah sebagai BPD merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut 

serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu 

penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan berbagai bentuk 

                                                           
1
 HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1.  
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partisipasi dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa 

dan/atau BPD dapat untuk menfasilitasi penyelenggara Musyawarah Desa. 

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, 

khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan 

Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

Masyarakat. Reformasi dan Otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi 

Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan 

aspirasi Masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah 

suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi Aparatur Desa dalam 

mengelola Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa 

harus melalui rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. 

Hal itu jelas membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam menentukan program 

pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

Masyarakat Desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di 

dalam era Otonomi Daerah adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah 

Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya Pembangunan Desa. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
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masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan BPD adalah melakukan 

pengawasan terhadap kinerja Kades sebagaimana juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, Dan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga 

menegaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa. 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

Mekanisme dari perencanaaan pembangunan desa telah diatur pada pasal 79 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Desa Menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai 

dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kabupaten/Kota. 

2. Perencanan Pembangunan Desa sebaimana dimaksud pada ayat 1 disusun 

secara berjangka meliputi: 

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 

(enam) tahun: dan 

b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja 

desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka waktu 

1 tahun. 

3. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja 

pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan 

peraturan desa. 

4. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan 

rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen 

perencanaan di Desa. 
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5. Rencana pembanguan jangka memenengah desa dan rencana kerja 

pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. 

6. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa 

dikoordinasikan dan/atau dilegislasikan pelaksanaanya kepada Desa. 

7. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

merupkan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan 

Kabupaten/kota.
2
 

 

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah 

menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi BPD mencangkup tiga hal, akan tetapi realita 

terjadi dilapangan adalah sering salah satu dari beberapa indikator diatas tidak 

terlaksana dengan baik, pemerintahan desa merupakan pemerintahan terbawah dalam 

sistem pemerintahan, sehingga perlu adanya pengawasan serta pendamping 

(bimbingan) terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga BPD mampu melaksanakan 

tugas dan fungsinya dengan baik, dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:
3
 

 Pasal 31, Badan Perwakilan Desa mempunyai Fungsi : 

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa;  

b.  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  

c.  Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

 Dalam hal ini jelas bahwa fungsi BPD mencangkup tiga hal seperti diatur 

dalam Pasal 31 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan landasan inilah menjadikan BPD 

                                                           
2
 Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

3
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan 

Desa 
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seharusnya bekerja sesuai dengan aturan yang ada, Dan Tugas Badan 

Permusyawaratan Desa pada pasal 31 yaitu sebagai berikut: 

a.  Menggali aspirasi masyarakat;  

b.  Menampung aspirasi masyarakat;  

c.  Mengelola aspirasi masyarakat;  

d.  Menyalurkan aspirasi masyarakat;  

e.  Menyelenggarakan musyawarah BPD;  

f.   Menyelenggarakan musyawarah Desa;  

g.  Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;  

h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa 

antarwaktu;  

i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala 

Desa;  

j.  Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;  

k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa;  

l.  Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan 

lembaga Desa lainnya; dan  

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan. 

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa merupakan tanggung jawab 

BPD dan kepala desa dalam hal pembangunan, hal ini tidak terlepas peran BPD 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusawaratan Desa (BPD). 

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa Pasal 46 yaitu 

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.  

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui:  

a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;  

b. pelaksanaan kegiatan; dan  
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c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

monitoring dan evaluasi.  

 

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa tentu saja Hal ini juga diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Desa 

Limbung mempunyai komponen dalam menjalakan birokrat pemerintahan Desa 

layaknya dengan Desa-desa lain yang berada di Kepulauan Riau. Salah satunya 

adalah Fungsi BPD dalam menjalankan tupoksinya sebagai pengawasan dan 

monitoring kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Limbung. Desa 

Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga mempunyai jumlah penduduk 

526 Kepala Keluarga (KK), dan mempunyai Rukun Tetangga (RT) 14, serta 7 Rukun 

Warga (RW). 

Dalam perencanaan pembangunan di Desa Limbung sering kali dilihat 

kurangnya aktif BPD dalam kegiatan musyawarah di Desa, sehingga fungsi BPD 

dalam hal ini terlihat sangat tidak berfungsi sehingga perencanaan pembangunan 

tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, BPD dalam hal ini belum 

terampil dengan baik dalam mengawasi pembangunan serta kinerja Kepala Desa 

Limbung, sehingga laporan penyelenggaraan pemerintahan desa hanya diisi oleh 

Kepala Desa Limbung sendiri, hal ini mengakibatkan adanya penyimpangan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Untuk itu perlu adanya 

sosialisasi terkait kinerja BPD baik itu bersifat formal maupun non formal, BPD 
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dituntut untuk mampu menjadi pengawas dalam hal memonitring kinerja Kepala 

Desa maupun mengevaluasi kinerja Kepala Desa. 

Fenomena yang terjadi di Desa Limbung yakni kurangnya fungsi BPD dalam 

hal pengawasan kinerja Kades, khususnya dibidang pembangunan yang penyelesaian 

kerjanya tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan waktu yang telah ditentukan. Dari 

tahun 2017 sampai tahun 2019 banyak pembangunan yang dilaksanakan di Desa 

Limbung tidak dapat diselesaikan sesuai tahun anggaran berjalan, ini tentu melanggar 

aturan yang telah ditentukan, sehingga hal ini berdampak pada menurunnya standar 

pelayanan minimal terhadap masyarakat di desa Limbung. Ini mengindikasikan 

fungsi BPD belum dilaksanakan dengan semestinya yang tertuang dalam Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. 

Dari gejala diatas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga masih belum maskimal 

dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusayawaratan Desa sesuai 

peraturan yang berlaku. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dalam hal ini penulis menguraikan masalah yang ada di Desa Limbung 

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, disini penulis 

melihat beberapa permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa Limbung 

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga salah satunya BPD dimana belum 

terlaksanakan fungsinya sesuai dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 110 

Tahun 2016, hal ini dikarenakan vakumnya tugas dan fungsinya BPD di Desa 

Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Dari permasalahan diatas 

maka dengan itu penulis merumuskan masalah penelitian: 

1. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja 

Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga? 

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Badan 

Permusyawaratan Desa sehingga dalam pelaksanaan tidak berjalan maksimal? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hasil pelaksanaan 

pengawasan infrastruktur dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi 

BPD di desa limbung sehingga fungsi BPD berjalan dengan maksimal. 

1.4. Manfaat Penelitian  
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1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan konsep Fungsi 

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kinerja Kades dalam 

pembangunan Desa, dan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa serta dapat 

memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja 

organisasi pemerintahan pada umumnya. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna sesuai fungsi pengawasan kinerja 

Kepala Desa dan menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten 

Lingga dalam upaya melaksanakan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, 

meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan 

Otonomi Daerah. 

1.4.3. Kegunaan Akademis 

 Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat 

dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga 

untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap fungsi 

Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa. 
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BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 

2.1. Studi Kepustakaan 

2.1.1. Konsep Pemerintahan 

 Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, 

artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan 

individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Gejala ini 

terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu 

kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau 

kelompok lain.
4

 Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana 

melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan 

koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan 

pemeintahanya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahn secara baik dan 

benar.
5
 

 Max Webber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun 

yang berhasil menompang klaim bahwa dialah yang secara ekskutif berhak 

menggunakan kekuatan visi untuk memaksakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah 

tertentu. Atas ekskutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal 

pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan negaranya dari 

                                                           
4
 Talizuduhu Ndaraha, 2010, Metedologi Ilmu Pemerintahan, PT Rineka Cipta, Jakarta,hlm 6. 

5
 Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. Manajemen Pemerintahan. Pustaka Reka Cipta , Jawa 

Barat, hlm 14. 
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serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki sautu lembaga 

yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi prsoses 

penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemapuan 

keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu 

Negara.
6
 

 Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas 

dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara 

dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. 

Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas ekskutif saja.
7
 Pemerintahan 

adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna 

ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemaslhatan banyak orang. Kondisi 

ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan 

kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui 

distribusi nilai secara wajar dan merta. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan 

semua masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerinthan 

diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmari oleh setiap orang. 

Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat 

menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana. 

                                                           
6
Labolo Muhadam, 2011, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan 

pengembangannya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27. 
7
  Yusril Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru. 
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 Ilmu pemerintahan  juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana 

melakasanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, ekskusi, dan yudikasi, 

dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah 

dengan yang diperintah.
8
 Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni 

fungsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus 

menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi ekonomi, politik, dan 

sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer 

pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak 

diprivatisasi dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. 

Menurut Ndaraha, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang 

akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat 

diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
9
 

 Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara 

bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik 

secara internal mupun terhadap warganya. Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan 

juga merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk 

mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara 

umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut : 

                                                           
8
 Syafiie,Inu Kencana,  2007. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju , Bandung, hlm 

36. 
9

 Talizuduhu Ndaraha, 2011, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: Rineka 

Cipta,hlm 7. 
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a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan 

menjaga agar tidak terjadi pembrontakan didalam yang dapat menggulingkan 

pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. 

b. Memelihara ketertiban dan mencagah terjadinya keributan antar masyarakat, 

menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat 

berlansung secara damai. 

c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status 

apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. 

d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang 

yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih 

atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah. 

e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. 

f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas. 

g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan 

hidup. 

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk 

memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik 

dan layanan civil.  

Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan publik 

dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan 

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat 
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diperlukan sesuai dengn tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah 

sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana 

manusia itu diperintah. 

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh 

masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan dan intraksi yang terjadi dalam 

pergaulan masyarakat (baik anatara individu dengan individu, individu dengan 

lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta 

dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari 

sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis. 

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahn berdasarkan apa 

yang dilaksanakan, pemerintahan dalam arti sempit ekskutif yang melaksanakan 

fungsi menjalankan undang-undang.yaitu sekelompok orang diberikan tugas untuk 

merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengordinasikan, menggerakan dan 

mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka 

mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Memahami pemerintahan dalam 

kontek awal kejadiannya, menunjukan bahwa hubungan yang ada antara sturuktur 

pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa 

pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan 

kewenangan dimilikinya. 
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2.1.2. Ilmu Pemerintahan 

 Pemerintah dapat diartikan sebagai goverment dan bisa juga diartikan 

pemerintahan. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan 

memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagian rohani dan jasmaniah yang 

sebesar- besarnya tampa merugikan orang lain secara tidak sah.
10

 

 Secara konkrit aksiologi ilmu pemerintahan dilihat pada peran pemerintahan 

melalui sudut pandang pendekatan histories meliputi berbagai sejarah peristiwa/ 

Kejadian dimana pemerintah menerapkan keadilan, menyelenggarakan demokrasi, 

menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan desentralisasi, mengatur 

perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi HAM, 

meningkatkan kemampuan masyarakat meningkatkan moral masyarakat yang 

dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

dibuat pemerintah Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan 

dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. 

Keadaan itu memaksa untuk membentuk kelompok dari gangguan kelompok lain. 

Dalam perkembangannya kelompok terkuat menjadi kelompok istimewa untuk 

melakukan apa saja bagi kepentingan dan penyelamatan masyarakat dan kelompok 

terkuat menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang 

dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas atau rakyat. 

                                                           
10

 Taliziduhu, Ndraha, Kybernologi Sebuah Scientific Movement, Sirao Credentia Center, 

Tangerang , Banten 2005,Hal 166 
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 Beberapa ahli yang mendefenisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu 

sebagai berikut : 

1. Menurut Rosenthal ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi 

tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar dan proses 

pemerintahan umum. 

2. Menurut Wilson 
11

 Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, 

namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan 

bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok 

orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan 

maksud-maksud bersama mereka, dengan hal- hal yang memberikan 

keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok. 

3. Menurut Ndraha Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang 

akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan 

sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang 

bersangkutan. 

4. Menurut Soemendar pemerintah sebagai badan yang penting dalam 

rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan 

ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat, pengaruh- pengaruh lingkungan, 

pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan 

masyarakat dan legitimasi. 

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah 

sekelompok tertentu yang menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai 

bagian dari Negara secara baik dan benar yang mengarah pada perdamaian dan 

kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat 

dinamik, bergerak, berubah dinamikanya bergantung antara tiga sub kultur ( sub 

kultur ekonomi, Sub kultur kebudayaan dan sub kultur politik ), dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pemerintah  merupakan kombinasi dari pengaturan berbagai 

                                                           
11

 Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, perbandingan pemerintah , Refika 

Aditama, Bandung, 2007, hal 8 
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bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktifitas ekonomi, kebudayaan dan 

politik. 

Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama 

secara baikm dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan secara 

bersama-sama. Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti 

kegiatan, struktural, fungsional maupun tugas dan wewenangnya. 

Pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi- fungsinya yang telah banyak 

dirumuskan oleh sarjana pemerintah seperti Rosenbloom atau Goldsmith yang lebih 

menegaskan pada fungsi Negara. Sementara itu dari aspek manajemen, Pemerintahan 

terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, 

menggerakkan, koordinasi , pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintah. 

Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu pelayanan 

(public service) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,   pembangunan   

(development) yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, 

pemberdayaan (empowering) yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan 

pengaturan (regulation) yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi sehingga menjadi 

kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas serta mengemukakan bahwa untuk 

memngetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahnya.
12

 Artinya fungsi 

pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan 

baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan 

                                                           
12

 Ryaas rasyid ,pemerintah yang amanah,Binarena Prawira,Jakarta, 1998, hal 38 
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keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang 

menciptakan kemakmuran. 

Dalam pandangan lain Pemerintah adalah” segenap alat pelengkap Negara 

atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan Negara. Adapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka 

melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut juga sebagai 

representasi Negara dan Pemerintah merupakan satu- satunya lembaga pada tingkat 

tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan 

prasarana sosial yang dibutuhkan  oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas 

sosialnya. Tujuan utama pemerintah adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana 

masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan pada hakikatnya adalah 

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya 

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan 

dan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 

mencapai kemajuan bersama. 

2.1.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah 

Menurut  perspektif kybernologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada 

manusia dan masyarakat.
13

”Dibentukkan suatu system pemerintahan pada hakekatnya 

                                                           
13

 Ndrah Talidzuhu, 2005. Banten. Kybernorlogi Beerapa Kontruksi Utama, Jilid 1, Penerbit 

Rineka Cipta, hal 192 
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adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai 

provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.”
14

 

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian,yaitu pelayanan (publik 

service), Pembangunan (development), Pemberdayaan (empowerment), dan 

pengaturan (regulation). Dengan mengutip Rosecek dalam Rasyid mengemukakan 

bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, Maka lihatlah pemerintahanya. Artinya 

fungsi-fungsinya dengan baik,tugas pokok selanjutnya menuritnya adalah bagaimana 

pelayanan dapat membuahkan keadilan,pemberdayaan yang membuatkan 

kemandirian, Serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.
15

 

Terkait dengan pelayanan, Ndra  lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan 

sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu 

dikelompokkan menjadi layanan sipil dam jasa publik. Layanan sipil bersifat 

pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, Pribadi atau privat 

Sedangkan jasa publik bersifat kolektif, Karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini 

kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu 

ilmu,dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi 

                                                           
14

 Ndrah Talidzuhu, 2003. Jakarta. Kybernorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, Penerbit 

Rineka Cipta, hal 76 
15

 Rasyid Muhammad Ryass,1988. Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia, Jakarta, Yarsif 

Watampone, hal 102 
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kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan  layanan sipil dalam hubungan 

pemerintah sehingga diterima padasaat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
16

 

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan,bahkan secara ekstrim 

dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia 

selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan life xyle theory 

leadership (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara 

fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan 

akan semakin menurun.
17

 

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik  yang  berkualitas 

dari birokrat, Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena 

secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-

belit, lambat, mahal, dan melelahkan kecendrungan itu sering terjadi karena 

masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “ Melayani” kepengertian yang 

sesunggunya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum 

kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara. Meskipun Negara 

berdiri sesungguhnya adalah unutuk kepentingan masyarakat pelayanan terbaik 

kepada masyarakat. 

                                                           
16

  Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta Budaya Organisasi, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta 
17

 L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, Edisi 

Desember. Halm=. 198. 
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Osborne dan plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana 

diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat,yakni pemerintahan (birokrat) 

yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat 

diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi, 

Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena 

mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif 

dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan 

sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk 

melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan 

masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, Serta lebih efisen. 

2.1.4. Desa dan Pemerintahan Desa 

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti 

tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village 

yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than 

and town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan 

untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang 

diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.  

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 

Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan 
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pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat 

Menurut R. Bintarto berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, 

desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang 

terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
18

 desa adalah suatu kesatuan wilayah yang 

dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri 

(dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar 

kota yang merupakan kesatuan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau 

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 

1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2. 
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setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah 

Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui 

pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan ataupun dari 

pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran 

dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan 

penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan 

kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam 
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pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-

kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana 

prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju 

kemandirian dan alokasi. 

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang diatas sangat jelas 

sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya 

sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan 

mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya 

setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga 

memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan 

perwujudan Otonomi Daerah. 

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: 
19

 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan 

pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan 

pelayanan masyarakat. 
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3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. 

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak: 

a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, 

adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; 

b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 

c. Mendapatkan sumber pendapatan; 

Desa berkewajiban; 

a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat 

desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan 

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa 

 Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 

penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan 

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan 
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kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar 

rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa 

yakni: pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, 

kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, 

ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar 

dusun, keempat, factor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, 

sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya 

kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat 

istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata 

pencaharian masyarakat. 

 Salah datu tingkatan pemerintah dalam sistem pemerintahan di Indoneisa 

adalah pemerintahan desa selain dari keberadaan pemerintahan (pusat) dan 

pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang 

bteredah dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan secara jelas dan 

tegas bahwa “Pemerintahan desa diselenggarakan unsure pemerinatahan desa”. Hal 

ini menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa juga terdapat dua unsure lembaga, 

yakni lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kedua-duanya disebut 

dengan unsure penyelenggara pemerintahan desa. 

 Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan 

oleh beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan dalam Pasal 
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24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa; 

“Penyelenggaran Pemerintah desa  berdasarkan asas” : 

a. Kepastian hukum 

b. Tertib penyelenggaraan pemerintah 

c. Tertib kepentingan umum 

d. Keterbukaan 

e. Proporsionalitas 

f. Profesionalitas 

g. Akuntabilitas  

H. Efektifitas dan efisiensi 

i. Kearifan Lokal 

j. Keberagaman, dan 

k. Partisipatif. 

 Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada 

di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara 

pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, 

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
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masyarakatnya.
20

 Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab 

kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan 

pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama 

berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi 

di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud 

kehidupan yang demokrastis. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diawasi oleh 

Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga 

yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang 

perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa 

karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam 

penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal 

pengelolaan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengawasan dana 

desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan 

pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran 

yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak 

disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
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 Widjaja, HAW, 2002, Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; Suatu Telaah Administrasi Negara, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 



31 

 

 

 

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa 

dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer 

melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. 

Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa 

dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengelolaan keuangan desa. 

2.1.5. Badan Permusyawaratan Desa 

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kita jumpai di dalam 

pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana 

tercantum adanya kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan 

permusyawaratan/perwakilan. Dari kalimat ini, Joeniarto berpendapat bahwa “sistem 

pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar mengandung dua asas yaitu: 

a. Asas Kedaulatan Rakyat, dan 
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b. Asas Permusyawaratan perwakilan.
21

 

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai 

kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan Negara adalah rakyat, rakyat yang akan 

menentukan kehendak Negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan 

menentukan pula bagaimana cara berbuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi 

berada ditangan rakyat. Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya 

merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk 

duduk didalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan 

kehendak rakyat sehinga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam 

menentukan soal kenegaraan. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 

dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayahnya.  

Mengenai hak Badan Perwakilan Desa menurut keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 46 Tahun 1999 diatur dalam peraturan Kepala daerah Kabupaten 

masing-masing (lihat pasal 42 ayat 2). Sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan tingkat atasnya, sehingga dengan kondisi seperti ini 

antara masing-masing BPD yang ada dimasing-masing Kabupaten akan memiliki hak 

yang berbeda-beda karena aturan memberikan keleluasaan kepada masing-masing 
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 Joeniarto, 1990, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9. 
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Kabupaten untuk mengatur hak tentang BPD ini dengan harapan dapat disesuaikan 

dengan kondisi dan keadaan dari masyarakat setempat. 

Sebagai gambaran umum tentang BPD ini setelah meninjau beberapa 

peraturan daerah tentang BPD, maka dapat digambarkan sebagai berikut :  bahawa 

untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang maka BPD secara umum memiliki 

hak sebagai berikut : 

1. Hak anggaran 

2. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggaran. 

3. Hak meinta keterangan kepada kepala desa. 

4. Hak mengadakan perubahan rencana peraturan desa. 

5. Hak mengajukan pertanyaan pendapat. 

6. Hak prakarsa mengenai rancangan peraturan Desa. 

7.  Hak penyelidikan. 

Pelaksanaan atau tindak lanjut dari hak-hak badan perwakilan desa tersebut 

selanjutnya diatur dalam tata tertib BPD untuk itu BPD diaharapkan dapat 

memanfaatkan sebaik-baiknya hak-hak yang telah diberikan, sehingga BPD dapat 

berjalan dengan semestinya.
22

 

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang diatur didalam 

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya:“ Badan 

Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: 
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a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala 

Desa; 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;dan 

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. 

Sedangkan fungsi BPD menurut perda Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 

2017 ini disebut di dalam Pasal 12 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut. Untuk 

melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11. BPD mempunyai 

fungsi: 

a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya yang hidupdan 

berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan 

pembangunan; 

b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama 

pemerintah Desa; 

c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi 

yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang; 

d. Pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan 

Desa dan Peraturan Perbekel. 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya secara demokratis. Pengisian Badan 

Pemusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau 

Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa. 
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Masa keanggotaan Badan permusyawaratan desa selama 6 tahun terhitung dari saat 

pengucapan sumpah atau janji dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat 

dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
23

 

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut 

ketentuan Pasal 57 Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal Ika; 

c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; 

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 

e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa; 

f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan 

g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat 

Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala 

pemerintahan Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa bersama 

Perangkat Desa. 
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Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan forum dari 

pemangku kepentingan di Desa termasuk masyarakatnya. 

 Hasil dari musyawarah Desa yang berbentuk kesepakatan yang dituangkan di 

dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan 

Desa dan pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi: penataan 

Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, 

pembentukan badan usaha milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa serta 

kejadian luar biasa.
24

 

Secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, adapun 

hak Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan didalam pasal 61 Undang-undang No 6 

Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya. Badan Permusyawaratan Desa berhak: 

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan 

Desa kepada pemerintah Desa. 

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa; dan 
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c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran 

pendapatan dan belanja Desa.  

Adapun yang dimaksud dengan meminta keterangan pada huruf a diatas 

adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban. Adapun secara 

personal, menerut ketentuan pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:   

a.  mengajukan usul rancangan Peraturan desa;  

b.  mengajukan pertanyaan;  

c.  menyapaikan usul dan/atau pendapat; 

d.  memilih dan dipilih; dan  

e.  mendapat tunjangan dari anggaran pendapatandan belanja Desa. 

Selain itu di dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 diatur juga 

tentang kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bunyinya sebagai 

berikut: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka 

Tunggal Ika; 

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Desa; 
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c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi 

masyarakat Desa; 

d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, 

dan/atau golongan; 

e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan 

f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan Desa.  

Adapun larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur didalam 

pasal 64 Undang- Undang No 6 Tahun 2014 yaitu: 

a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, 

dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; 

b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau 

jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 

akan dilakukannya; 

c. Menyalahgunakan wewenang; 

d. Melanggar sumpah/janji jabatan; 

e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 

jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan; 

g. Sebagai pelaksana proyek Desa; 
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h. Menjadi pengurus partai politik;dan/atau 

i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 

Dilihat dari wewenang, tugas dan fungsinya, bahwa BPD dapat dikatakan 

lembaga legislatif Desa.Sebagai lembaga legislatifnya Desa bahwa BPD mempunyai 

fungsi atau tugas yang lebih berat dari legislatif Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat. 

Dikatakan seperti itu karena pemerintahan Desa adalah ujung tombak yang 

menentukan keberhasilan pembangunan. Pemerintah Desa mempunyai tugas secara 

langsung memberikan pembinaan dan pengarahan kepada rakyat supaya masyarakat 

turut serta dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dan akan dapat mencapai 

hasil yang sudah direncanakan.  

Dengan pencapaian hasil dan tujuan sesuai dengan direncanakan sehingga 

tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud. 

Kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan dari tujuan Negara dan 

harapan dari setiap orang. Negara melalui pemerintahan selalu membuat dan 

menyusun program-program kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk 

meningkatkan derajat hidup rakyatnya. Maka dari itu semua jajaran aparatur Negara 

atau aparatur pemerintah termasuk aparatur penyelenggara pemerintahan desa 

dituntut supaya serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugasnya. 

2.1.6. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan 

Pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut Controlling yang diterjemahkan 

dengan istilah pengendalian dan pengawasan, sehingga istilah controlling lebih luas 
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artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah 

disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk 

pengendalian. Menurut S.P Siagan, pengawasan adalah “Proses pengamatan daripada 

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
25

 

Dalam suatu Negara yang berkembang pengawasan sangat penting baik 

pengawasan secara vertical, horizontal, exsternal, internal, preventif maupun represif 

agar maksud atau tujuan telah ditetapkan tercapai. Pengawasan telah diklasifikasikan 

menjadi beberapa macam pengawasan yaitu: 

a. Pengawasan langsung dan tidak langsung. 

b. Pengawasan Preventif dan Represif. 

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. 

Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana, sesuai 

intruksi atau asas yang ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam 

bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan 

efisien dan efektif ataukah tidak, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan 

pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan 

menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian 

dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan 
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yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai 

pelaksana, salah satu fungsi yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan 

kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada 

kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, ABPDes serta berbagai 

Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan dilakukan pengawasan 

agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana menacapai hasil yang telah 

diprogramkan. 

2.1.7. Masyarakat 

Masyarakat Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh 

karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, 

unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang saling 

tergantung antara satu sama lainya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan 

itu sekumpulan manusia yang terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama 

masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan  

masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-

unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Sedangkan secara khusus dan rinci unsur 

sistem sosial dalam masyarakat adalah status, peranan dan perbedaan sosial dari 

individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.
26
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 Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara 

sistematis adalah Plato, seorang filosof Romawi. Ia menyatakan bahwasanya 

masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu 

masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana hal-nya manusia perorangan 

yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, 

semangat dan inteligensia. Inteleigensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu 

Negara sebenarnya juga merupakan refleksi dari tiga unsur yang berimbang atau 

serasi tadi.
27

 Masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas 

dari anggota-anggotanya.  

Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik. Sejumlah 

contoh dari kehidupan sehari-hari dapat dikemukakan untuk menggambarkan proses 

sosial itu. Misalnya, sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri 

sendiri-sendiri saja, yang sedang menunggu dengan tenang diterminal lapangan udara 

tidak membentuk jenis masyarakat atau kelompok. Tetapi kalau ada pengumuman 

yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, beberapa 

orang mungkin mulai bicara dengan orang disampingnya, dan disanalah muncul 

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat atau tingkat sosial yang muncul akan sangat 
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rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu 

bersifat sementara saja.
28

 

2.1.8. Pembangunan 

 Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan 

bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan 

merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberi pengertian tentang 

pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan 

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan 

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.
29

 

 Menurut Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, 

yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui 

upaya yang dilakukan secara terencana.
30

 Pemikiran tentang pembangunan pada 

awalnya diartikan sama dengan modrenisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan 

dengan westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan oleh pada aspek perubahan, 

perkembangan, dan moderenisasi serta industrialisasi secara keseluruhan 

mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan 

yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas hakikat 

yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan. 
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 Pembangunan development adalah proses perubahan mencakup seluruh sitem 

sosial, politik, ekonomi, infrasturktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, 

kelembagaan, dan budaya. Portes mendefiniskan pembangunan sebagai tranformasi 

ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang 

direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
31

 

 Kemudian Tikson menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat diartikan 

pula sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui 

kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur 

ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat 

disektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional 

semakin besar.
32

 Sebaliknya kontrubusi pertanian akan menjadi semakin kecil dan 

berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrilisasi dan modernisasi ekonomi. 

Transformasi sosila dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melaui 

pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber 

daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas, 

rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan 

tranformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan 

nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai  dan norma yang dianut oleh 

masyarakat, seperti perubahan dan spritualiseme ke matrialisme/sekularisem. 
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Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi, dari kelembagaan 

tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. 

 Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan 

masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlansung pada level makro 

(nasional) dan mikro ( community/group). Makna penting dari pembangunan adalah 

adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. 

 Para ahli diatas berpendapat bahwa pembangunan adalah semua proses 

perubahan yang dilakukan melaui upaya-upaya secara sadar dan terencana, 

sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai 

dampak dari adanya pembangunan. Meningkatnya kompleksitas kehidupan 

masyarakat menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak 

hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah keseluruh 

aspek yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.  

Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan 

perubahan dalam masyarakat yang meliputi berbagai aspeknya, baik ekonomi, 

industri, sosial, maupun budayanya. Proses modernisasi mengarah pada perbaikan, 

para ahli manajemen pembangunan, yaitu perubahan dari kehidupan tradisonal 

menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-

alat modern akan menggantikan alat-alat tradisional. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, 

para ahli manajemen  pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep 
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pembangunan secara ilmiah. Dengan demikian, secara sederhana pembangunan dapat 

diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu 

adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan 

(kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari. Sampai saat ini belum 

ditemukan adanya kesepakatan yang dapat menolak pernyataan tersebut. 

 Hal ini diperkuat oleh Siagian bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu 

perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang 

lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu 

pertumbuhan menunjukan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi 

dalam pembangunan.
33

  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak 

dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal 

ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expasnsion) atau 

peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas 

masyarakat. 

Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan persepektifnya 

masing-masing para ahli, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi beragam. 

Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokan kedalam dua bagian 
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berdasarkan ukuran-ukuran periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan 

ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan. 

2.1.9. Manajemen Pemerintahan 

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management 

yang berasal dari kata kerja to manage berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia 

manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut 

Ndraha dalam bukunya Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa 

istilah manajemen datang dari bahasa Inggris management. Istilah ini terbentuk dari 

akar kata manus, tangan, yang berkaitan dengan kata menagerie yang berarti 

beternak. Menagarie juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di 

dalam pagar. Kata manus berkaitan dengan kata manage yang berasal dari bahasa 

Latin mansionaticum yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari 

bagaimana menciptakan effectiveness usaha (doing right things) secara efficient 

(doing things right) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka 

mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.  

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan 

melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya 

Prinsip-Prinsip Manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen :
34

 

1. Fungsi Perencanaan (Planning)  
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Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok 

untuk mencapai tujuan yang digariskan, planning mencakup kegiatan pengambilan 

keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.  

2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing)  

Organizing mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas 

kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) 

menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.  

3. Fungsi Penggerakan (Actuating)  

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk 

mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan 

pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.  

4. Fungsi Pengawasan (Controlling)  

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-

kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan 

penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan 

dapat tercapai dengan baik. Istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya 

Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa : 
35

 

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan 

lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang 
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dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. 

(Istianto, 2011: 29)  

 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen 

pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam 

kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam 

pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 

pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.  

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu 

sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan 

effectiveness usaha (“doing right things”) secara efficient (“doing things right”) dan 

produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan 

organisasional yang telah ditetapkan.” 
36

 

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha 

dalam bukunya yang berjudul Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 

(Ndraha, 2011: 160),
37

 antara lain :  
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1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan 

menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) 

organisasi.  

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-

langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum 

digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.  

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan 

sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.  

4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada 

perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber 

pemerintahan tersebut. 

2.1.10. Pengawasan 

 Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah 

pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai 

salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa 

istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya : “control is to determine 

what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures,if needed to ensure 

result in keeping with the plan“ (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah 

dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan 

sesuai dengan rencana). pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan 

tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada 
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pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang 

telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan). Bagir 

Manan memandang control sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim 

disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian. Dalam pelaksanaan tugas 

pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama 

lain. Keterpaduan 

Pengawasan dapat di definiskan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-

cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini 

menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan 

pengawasan.
38

 

Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang 

harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap 

pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas 

pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khusunya 

yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial 

yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan 

pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam 

pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan 

pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, 
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cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.
39

 

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh 

keberagaman pengertian tersebut:  

1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan.  

2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu 

usaha sitematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, 

menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil 

tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 

perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian 

tujuan-tujuan perusahaan. 

3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, 

bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu oganisasi 

mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung 

terwujudnya visi dan misi organisasi. 
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4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (control) sebagai berikut. 

“Control is the process by which an executive gets the performance of his 

subordinate to correspond as closely as posible to chossen plans, orders objective, or 

policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah 

hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukna oleh bawahannya sesuai dengan rencana, 

tujuan, kebijakan yang telah ditentukan) Jelasnya pengawasan harus berpedoman 

terhadap hal-hal berikut:
40

 

a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan  

b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)  

c. Tujuan  

d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah 

proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang 

direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan 

koreksi yang dalam hal ini yang harus dilakukan pengawasan terhadap Kinerja 

Kepala Desa. 

Fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi 

tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga 

adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas 
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pengawasan. Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen pengawasan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar II.1. Ruang Lingkup Pengawasan 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data Pusdiklatwas BPKP, 2007: 3. 

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis 

dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan 

represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Pengawasan langsung adalah 

pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan 

mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat 

pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini 

dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan 

dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan 

Lingkup Pengawasan 

Pengorganisasian Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian / 

pengawasan 

Koordinasi pengawasan dan jaminan kualitas 
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maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the 

spot.  

2.  Pengawasan Preventif dan Represif Arti pengawasan preventif adalah pengawasan 

yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu 

kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif 

adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak 

mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan 

atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun 

Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap 

kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan 

yang lainnya.  

3.    Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan internal adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih 

dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah 

pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh 

lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang 

kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat 
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Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara 

pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar 

organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan 

yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang 

semestinya atau tidak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak 

sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan 

maka telah terjadi penyimpangan. 

Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar , 

apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksana dan bilamana perlu melakukan 

perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perancanaan, selasar 

dengan panduan.
41

 Menurut Manullang pengawasan dapat diartikan sebagai proses 

untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu 

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana 

semula.
42

Pengawasan menurut Feriyanto merupakan fungsi  manejerial yang keempat 

setelah perancanaan, pengorganisaiaan dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi 

amanjemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak 

diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tampa diiringi dengan suatu 

system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan 

                                                           
41

 Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. Dasar-Dasar Manajemen, PT. Bumi Aksara. 

Jakarta. 
42

 Manullang, 2004, Pengembangan Sumber Daya, BPFE, Yogyakarta. 
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lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di 

tentukan. Adapun tahap-tahap proses pengawasan antara lain :
43

 

a. Tahap penetapan standar                                                     

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan 

yang digunakan sebagai patokan dalam mengambil keputusan pengambilan 

keputusan. 

b. Tahap penentuan pengukuran  pelaksanaan kegiatan  

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara 

tepat  

c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan  

Beberapa peruses yang berulang-ualang dan kontinu yang berupa pengamatan, 

laporan, metode, pengujian dan sampel 

d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan 

Digunankan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan 

mengalisinya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan  

e.Tahap pengambilan tindakan koreksi 

Bila diketahui dalam pelasanaanya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada 

perbaikan dan pelaksanaan.  

 

Luther Gulick dan L. Urwick dalam Ndara mengumukakan bahwa control 

merupakan suatu proses. Proses tersebut berlansung di bawah empat prinsip control 

yang juga prinsip organisasi. Empat primsip itu adalah:
44

 

1. Koordonasi sebagai hubungan timbale balik semua factor didalam suatu situasi, 

2. Koordinasi dengan kontak lansung antara manusia yang berkepentingan, 

3. Koordiansai pada tahap awal setiap kegiatan, 

                                                           
43

 Feriyanto, Andri, 2015. Pengantar  Manajemen (3 In 1). Yogyakarta. Mediatera 
44

 Ndraha, Talizuduhu. 2003. Kybernologi (Ilu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta 
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4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus. 

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan 

dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan semula. Pengawasn terhadap segala tindakan pemerintah 

daerah termasuk juga keputusan kepala daerah memiliki sifat :
45

 

a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah 

ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku. 

b. pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan 

atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat. 

c. pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksana tugas dan 

wewnang pemerintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan 

Departemen Dalam Negeri. 

Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan 

efesie, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :
46

 

a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintah 

melakukan sendiri pengawasan terhadap kegian sedang dijalankan dengan 

beberapa bentuk seperti inspeksi langsung. 

                                                           
45

 Manullang, 2004, Pengembangan Sumber Daya, BPFE, Yogyakarta. 
46

 Siagian, P, Sondang. 2003. Filsafat Administrasi, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara 
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b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan 

ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk 

laporan tulisan dan lisan. 

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana 

sehingga harus ada perancana tertentu, intruksi dan wewenang kepala bawahan 

kita.Prinsip lainya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas 

yang harus dievaluasi ,dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-

penyimpangan ,fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi ,ekonomis ,dapat 

dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. 

Dalam pelaksanaan suatu tugas tertentu, selalu terdapat urut-urutan 

pelaksanaan tugas tersebut walaupun tugas itu sederhana. Untuk merealisaikan tujuan 

perusahaan misalnya, pemimpin perusahaan melalui fase-fase pelaksanaan atau 

proses pelaksanaan yaitu merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengarahkan, 

dan mengawasi. Demikian juga dalam membuat suatu rencana, harus dilalui beberapa 

urutan pelaksanaan, yaitu menentukan tugas dan tujuan perusahaan, mengobeservasi 

dan menganalisis membuat sintesis barulah menyusun rencana. 

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk 

mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberpa fase 
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atau urutan pelaksanaan . proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang 

berobjekan apapun terdiri dari fase sebagai berikut:
47

 

a. Menetapkan alat ukur (standar) 

b. Mengadakan penilaian (evaluate)  

c. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action). 

 Pengontrolan adalah proses pemonitoran kegiatan organisasi untuk 

mengetahui apakah kinerja actual  sesuai dengan standard dan tujuan organisasional 

yang diharapkan. Kinerja akual diketahui dan usaha-uasaha optimalisasi pemanfaatn 

sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas. Sementara kesesuaian antara kinerja 

actual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang 

dicapai dengan standar organsisasi, yaitu apakah masukan lebih besar, sama atau 

lebih kecil dari keluaran. Pengontrolan secara garis besar terdiri empat tahap yaitu 

sebagai berikut:
48

  

a. Tetapkan standart 

b. Monitor dan ukur kinerja  

c. Bandingkan hasil kinerja aktual dan standar 

d. Ambil Tindakan perbaikan dan buat penyesuaian. 

                                                           
47

 Manullang, 2001, Dasar-Dasar Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 
48

 Ulber Silalahi, 2002, Pemahaman Praktis Asas-Asas manajamen, Mandar Maju, Bandung. 

Hlm 396. 
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 Ada kalanya sebagian dari kegiatan pengontrolan menentukan standart, 

memonitor dan menilai pelaksanaan kerja dan membandingkan hasil aktual dan 

standar yang sudah ditentukan diserahkan kepada individu atau institusi tertentu, dan 

jika terjadi penyimpangan hal tersebut dilaporkan kepada manajer yang memberikan 

otoritas kepada individu atau institusi tertentu, dan jika terjadi penyimpangan hal 

tersebut dilaporkan kepada manajer yang member otoritas kepada mereka ialah yang 

memiliki otoritas untuk melakukan tindakan perbaikan. Ini yang disebut pengontrolan 

dalam arti sempit. Sementara itu pengontrolan dapat dilakukan secara menyeluruh 

termasuk mengambil tindakan perbaikan atas penyimpangan atau penyelewengan. Ini 

disebut pengontrolan dalam arti luas. 
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2.2. Ulasan Karya 

No Judul Penenlitian Terbitan Persamaan penelitian Perbedaan Penelitian 

1 Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa 

(BPD) Serta Pola 

Hubungan Pemerintahan 

Desa Dalam 

Penyelenggaran 

Pemerintahan 

(Muhammad Arsy 

Shidiqy) 

2016 Persmaan penelitian 

ini sama-sama 

meneliti badan 

permusyawaratan 

desa (BPD). 

Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah, 

peneliti lebih melihat 

kepada pola 

hubungan 

(komunikasi) 

sedangkan penulis 

lebih memandang 

kepengawasan badan 

permusyawaratan 

desa (BPD) 

2  Status Dan Peranan 

Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Di Desa 

Baran Melintang 

Kecamatan Pulau 

Merbau Kabupaten 

Kepulauan Meranti (Said 

Ridho Amal) 

2015 Persamaan penelitian 

ini sama-sama 

meneliti tentang 

BPD, akan tetapi 

peneliti lebih 

menekankan pada 

status dan peran 

badan 

permusyawaratan 

desa (BPD) dalam 

pelaksanaan tugas 

dan fungsinya 

Perbedaan penilitian 

ini penulis lebih 

menekankan 

pengawasan badan 

permusyawaratan 

desa (BPD) terhadap 

kinerja kepala desa 

berdasarkan fungsi 

BPD yang tertera 

pada Peraturan 

Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1110 

Tahun 2016  

3 Pengaruh Pengawasan 2016 Persamaan penelitian Perbedaan penelitian 
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Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Terhadap 

Kinerja Kepala Desa 

Rambah Utama 

Kecamatan Rambah 

Samu Kabupaten Rokan 

Hulu ( Ari Hanafi Adha) 

ini adalah sama-

sama meneliti badan 

permusyawaratan 

desa (BPD) dan 

pengawasan 

terhadap kinerja 

Kepala Desa 

adalah dalam 

pengamatan penulis 

sebelumnya lebih 

mengarahkan kepada 

pengaruh 

pengawasan, 

sedangkan peneliti 

melihat berfungsi 

atau tidaknya  BPD 

dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya 

dalam mengawasi 

kinerja kepala desa 

berdasarakan pasal 

31 pada Peraturan 

Menteri Dalam 

Negeri Nomor 1110 

Tahun 2016 

Sumber Data Olahan Penelitian 2019. 
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2.2.1. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data olahan peneliti, 2019. 

Gambar II.2. Kerangka Pemikiran. 

Indikator 

1. Tetapkan Standar 

2. Monitor dan ukur kinerja 

3. Bandingkan hasil kinerja aktual dan standar 

4. Ambil tindakan perbaikan dan buat penyesuaian 

Fungsi BPD 

Suppositision 

Badan Permusyawaratan Desa dalam Kinerja Berfungsi besar dalam 

pengawasan Di Desa Limbung Kecamatan Lingga.Utara Kabupaten Lingga. 

Membahas dan Menyepakati 

Rancangan Peraturan Desa 

Bersama Kepala Desa. 

Menampung dan 

Menyalurkan Aspirasi 

Masyarakat Desa;dan 

Melakukan 

Pengawasan Kinerja 

Kepala Desa 

Pengawasan 
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2.2.2. Konsep Operasional Penelitian 

 Konsep oprasional ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan 

penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

konsep operasional sehubungan penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1. Pemerintahan Desa dalam Penelitian ini adalah perancangan pembangunan yang 

ada didesa Limbung, terdiri dari BPD dan Kepala Desa. Pemerintahan desa 

merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat. 

2. Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Kepala Desa adalah pemimpin yang menjadi ketua dan yang bertanggung jawab 

pada daerah (Desa) yang dikuasainya. Kepala Desa merupakan perpanjangan 

tangan dari pemerintah Kabupaten dalam mengurusi Desa. 

4. BPD merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas 

dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala pemerintahan Desa dan memfasilitasi 

penyelenggaraan musyawarah Desa bersama Perangkat Desa. 



66 

 

 

 

5. Fungsi BPD adalah untuk membuat struktur pembagian tugas dan fungsi antara 

kepala desa dan BPD, sehingga pembagian tugas ini dilakukan untuk mencapai 

tujuan dari tugas yang ada, dan tugas BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa. 

6. Kinerja Kades adalah melakukan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, 

kinerja Kades diawasi lansung oleh BPD, sebagai monitoring pelaksanaan 

kebijakan dalam pembangunan desa. 

7. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah salah satu fungsi BPD dalam pelaksanaan 

tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan juga pada Peraturan Kabupaten Lingga 

Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga, objek penelitian ini adalah masyarakat Di Desa Limbung 

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan 

secara sengaja (Purposive) melalui permasalahan Badan Permusyawaratan Desa 

Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga agar sedikit mendongkrak 

tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga, agar lebih baik lagi, Akan tetapi realitanya banyak hal 

peengawasan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, yang 

mana Badan Permusawaratan Desa (BPD) Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga, lebih banyak diam seperti tidak mengetahui tugas dan fungsi 

kinerja beliau. 

3.2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. 

Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat 

mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.
49

 metode 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

                                                           
49

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,1998), h. 11. 
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mandiri, baik satu variabel atau lebih  (independent) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, 

penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung 

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, kemudian hasilnya dideskripsikan atau 

digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan. 

3.3. Informan  

Menurut Moeleong (2002 : 90), “ Informasi adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara 

faktual “. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan 

ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang 

mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan.  

3.4. Teknik Penarikan Informan 

Dalam hal ini peneliti mengunakan teknik pengambilan informan dengan 

metode purposive sampling yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan 

tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat, 

serta aparatur masyarakat sebanyak 8 orang. Yaitu sebagai berikut: Camat, Ketua 

BPD, Kepala Desa,  Tokoh Masyarakat Desa dua Orang (Tokoh Agama dan Tokoh 

Adat), Tokoh Pemuda, RW dan RT dua Orang. 
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3.5. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer  

Jenis data primer yang digunakan adalah dimana data diambil secara langsung 

dari informan yang untuk menganalisis penelitian. Data primer penelitian ini 

diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan 

observasi terhadap Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. 

b. Data Sekunder 

 Data ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber-sumber yang telah ada Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga. Berikut Tabel tentang pembangunan yang ada di desa Limbung: 

Tabel III.1 Data Pembangunan Infrastruktur Desa 

 

NO 

 

TAHUN 
Jumlah Kegiatan Yang dilaksankan 

1 2017 7 Paket Pembangunan Desa 5 terealisasi 

2 2018 10 Paket Pembangunan Desa 5 terealisasi 

3 2019 12 Paket On Progress - 

Sumber Data : Olahan Sendiri 2019 

Dapat diambil contoh untuk pembangunan tahun 2018 paket yang tidak selesai sesuai 

dengan waktu yang direncanakan adalah Pembangunan Jalan semenisasi di RT 01 

RW 02 Dusun Senempek Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten 

Lingga, sesuai rencana harusnya selesai pada tahun anggaran berjalan yakni tahun 

2018, tapi realisasinya sampai awal tahun 2019 pelaksanaan pekerjaan tidak selesai 
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tepat waktu, volume pekerjaan seminisasi ini sepanjang 750 meter tapi realisasi 

dilapangan hanya mencapai 693 meter. 

Salah satu penyebab realisasi yang tidak sesuai ini adalah karena kurang 

maksimalnya pengawasan BPD selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan dan system 

pelaksanaannya  yang semestinya dilaksanakan pihak ketiga  sesuai dengan Peraturan 

Presisen nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan 

perubahaan peraturan sebelumnya. 

Dalam hal ini data sekunder yang didapatkan peneliti dilihat dari hasil observasi 

lapangan realisasi fisiknya hanya 70% paket pekerjaan tidak sesuai pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan , hal ini disebabkan salah satunya kurang pengawasan yang 

dilakukan oleh BPD di desa Limbung, masyarakat juga terlibat dalam pengawasan 

pembangunan yang ada, masyarakat juga sudah memberi masukan kepada BPD akan 

tetapi hal ini tidak ditanggapi BPD dengan serius. 

3.6. Teknik dan Alat Pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang mengacu 

kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, adapun 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian 

untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. 

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar checklist  atau catatan harian. 
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b. Wawancara 

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih 

untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman 

wawancara. Dalam wawancara ini memilih bentuk open-ended, karena menurut 

hermat penulis bentuk ini sepertinya lebih fleksibel, dimana penulis dapat bertanya 

langsung kepada informan tentang fakta –fakta suatu peristiwa disamping opini yang 

ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk 

mengetengahkan pendapatnya  sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa 

menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

 

c. Dokumentasi 

 Menurut Arikunto (2006 : 158) “ Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan–

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan Sebagainya”. Adapun dokumentasi dalam 

hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen–dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian, membuat catatan–catatan yang ditemui dilapangan 

serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan masyarakat tempatan. 

Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang 

digunakan untuk mengambil gambar. 
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3.7. Teknik dan Analisa Data 

Sesuai dengan subjek penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten 

Lingga, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
50 

 

3.8. Rencana Jadwal Penelitian 

Tabel III.1 Rencana Jadwal Penelitian 

NO 
Jenis 

Kegiatan 

Bulan Minggu ke 

Desember Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Penyusunan 

UP 
X X X X X X X X                                 

2 
Seminar 

UP 
                X                               

3 Riset                   X X X                         

4 
Penelitian 

Lapangan 
                        X X X X                 

5 
Pengolahan 

                                                

                                                           
50

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: IKAPI, 2011) 

Cet. Ke-13. h.244. 
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dan analisis 

data 

6 

Konsultasi 

Bimbingan 

Tesis 

                                                

7 Ujian Tesis                                                 

Catatan: Jadwal Penelitian Bersifat Tentatif sewaktu–waaktu bisa terjadi perubahan. 

3.9. Rencana Sistematik Laporan Usulan Penelitian 

Adapun sitematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk tesis ini dibahas 

dalam 5 Bab. Dimana pembahasan-pembahsan bab mempunyai kaitan antara satu 

dengan yang lainya yaitu 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang 

mengambarkan dengan tepat isi Proposal Tesis meliputi latar belakang, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian. 

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN 

  Dalam Bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas dan padat tentang 

konsep teori, ulasan karya, kemudian menguraikan kerangka pemikiran, 

konsep operasional, dan operasional variabel dan menyatakan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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  Dalam Bab ini diuraikan tentang: Tipe Penelitian; Populasi dan Sampel; 

Teknik Penarikan Sampel; Jenis dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan 

Data; Teknik Analisa Data; Rancangan Sistematika Penulisan; dan Jadwal 

Penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

  Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan,yang di 

lakukan oleh penulis yaitu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil 

penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1. Kabupaten Lingga 

 Secara ruang wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

luas wilayah daratan dan lautan berdasarkan dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi 

Kepulauan Riau. Berdasarkan UU RI seperti tersebut di atas, wilayah Kabupaten 

Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km
2
 dengan 

luas daratan 2.117,72 km
2
 (1%) dan lautan 209.654 Km

2
 (99%), dengan jumlah pulau 

531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni, 

untuk batas wilayah Kabupaten Lingga terdiri dari bagian Utara : Kota Batam dan 

Laut Cina Selatan, Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala, Barat : Laut Indragiri 

Hilir dan Timur : Laut Cina Selatan. Berdasarkan data eksisting luas wilayah 

Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 Km
2
 yang terdiri dari luas daratan sebesar 

2.235,51 Km
2
 (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 Km

2
 (95,09%).  

Jika dilihat dari topografinya, maka sebagian besar daerah di Kabupaten 

Lingga adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional 

(BPN), terdapat 73.947 ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah 

datarannya hanya sekitar 11.015 ha. Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten 
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Lingga dapat diklasifikasikan menjadi enam kelas lereng, yaitu 0-2 %, 2-8 %, 8-15 

%, 15-25 %, 25- 40 %, dan > 40 %. 

Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan 

yang cukup tinggi, dimana terdapat sebanyak 76,92 % wilayah yang memiliki 

kemiringan lebih dari 15 %. Sedangkan yang berupa dataran (kemiringan kurang dari 

2 %) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 persen saja. Hal ini sesuai dengan keadaan 

topografi Kabupaten Lingga yang didominasi daerah yang berbukit – bukit. 

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah 

podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur 

remah sampai gumpal. Sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. 

Sementara untuk jenis batu – batuannya, batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang 

berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat 

Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang 

tersebar di seluruh Pulau Lingga. 

4.1.2. Kecamatan Lingga Utara 

Kecamatan Lingga Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk 

dalam wilayah administrasi Kabupaten Lingga. Kecamatan Lingga Utara mempunyai 

luas daerah 11.564,67 Km
2
  dan terdiri dari 12 (dua belas) desa dengan ibukota 

kecamatan berada di Lingga Utara. Secara geografis, Kecamatan Lingga Utara di 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Senayang, barat berbatasan dengan Bukit 
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Harapan, timur berbatasan dengan Sungai Pinang dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Keton/Pekaka. 

4.1.3. Keadaan Umum Wilayah Desa Limbung 

Desa Limbung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Lingga 

Utara Kabupaten Lingga. Di Desa Limbung sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani, Buruh, Nelayan, Pengusaha, Pedagang, Tukang Ojek, 

PNS, PTT/GTT/THL, dan Peternakan. Penggunaan tanah di desa Limbung beberapa 

tempat juga di peruntukan untuk tanah perkebunan sayur, karet, durian dan rambutan. 

Di desa Limbung suasana Melayu sangat kental dan bahasa Melayu yang digunakan 

adalah bahasa Melayu Kepri yang menyerupai bahasa Melayu Malaysia. Untuk sektor 

pariwisata di Desa Limbung Belum mempunyai alam yang memadai akan tetapi 

dalam sektor pariwisata belum mempunyai faktor alam yang mendukung, sehingga 

diperlukan inovasi perangkat desa untuk membangun gebrakan baru untuk 

penghasilan desa itu sendiri. 

4.1.4. Luas Wilayah 

 Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Lingga, luas wilayah Desa Limbung 

40,408 Km
2
 (62,850 Ha), terdiri dari daratan dan lautan. Jarak dari desa Limbung 

menuju Kecamatan sekitar 75 Km, sedangkan untuk Kabupaten hanya menempuh 

jarak 37 Km, dan menuju pusat Provinsi berjumlah 119 Km. Jumlah penduduk Desa 

Limbung secara total sebanyak 1.803 jiwa dan mempunyai 540 Kepala Keluarga. 

Berikut tabel penjelasan jumlah masyarakat desa Limbung Kecamatan Lingga Utara : 
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Tabel IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Limbung Tahun 2018-2019 

No  Masyarakat                Jumlah 

1. Jumlah Masyarakat Laki-Laki 934 Orang 

2. Jumlah Masyarakat Perempuan   869 Orang 

Total Masyarakat 1.803 Jiwa  

           Sumber:Data Olahan Desa 2019. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019 

untuk laki-laki berjumlah 934 orang dan penduduk perempuan berjumlah 869 orang, 

dan berikut tabel tentang pendidikan masyarakat Desa Limbung Kecamatan Lingga 

Utara Kabupaten Lingga : 

Tabel IV.2 Tabel Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Limbung. 

No Pendidikan Mayarakat Desa Limbung Jumlah 

1 Tidak Bersekolah 66  

2 SD 57  

3 SMP 10  

4 SMA 5 

5 D2 12  

6 D3 20 

7 S1 24  

8 S2 6 

Jumlah Keseluruhan 200 Orang 

Sumber:Data Olahan Penelitian 2019. 

Tujuan dari BPD ini adalah bagaimana mengawasi kinerja Kepala Desa agar 

Kepala Desa bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga kepala desa mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 
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masyarakat. Berikut gambar struktur BPD Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga:  

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Limbung 

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Desa Limbung 2019 
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4.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di 

Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. 

Didalam pelaksanaan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, tolak ukur 

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengawasi kinerja kepala desa 

dapat dilihat melalui beberapa variabelnya. Model pengawasan yang dikemukakan 

oleh Menurut Ulber Silalahi (2002:396) untuk mengukur pengontrolan ada empat 

dalam pencapaian keberhasilan suatu pengawasan, empat variabel tersebut adalah 

tetapkan standar, monitor dan ukuran kinerja, bandingkan hasil kinerja aktual dan 

standar, dan ambil tindakan perbaikan dan buat penyesuaian.  

 

4.2.1. Tetapkan Standar 

 Standar secara singkat dapat diartikan sebagai kriteria sederhana tentang 

tampilan kerja. Namun juga dapat diartikan  sebagai suatu nilai yang digunakan 

sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai lain. Jadi standar 

adalah satu kriteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan 

dengan mana manajer ataupun pemerintahan dapat membandingkan subsekensi 

kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja, atau perubahan yang terjadi dalam pencapaian 

tujuan. Menetapkan suatu standar akan memberi suatu nilai atau petunjuk yang 

menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil-hasil yang nyata dapat dibandingkan. 
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Untuk itu obyek-obyek yang akan dikontrol perlu ditentukan dengan skala prioritas 

sesuai dengan urgenisitas proses pelaksanaan suatu rencana atau faktor-faktor 

strategis yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha. 

 Manajer atau pemerintah harus menetapkan standar untuk setiap karateristik 

yang akan dikontrol. Dua tipe standar yang diakui standar keluaran (output 

standards) dan standar masukan (input standards). Standar keluaran mengukur hasil 

kinerja (performance results) berupa kuantitas, kualitas, biaya atau waktu. Sebaliknya 

standar masukan mengukur usaha-usaha kerja (work efforts) yaitu pelaksanaan tugas. 

Bahwa standar dalam kontrol manajemen secara langsung harus berasal dan 

dikembangkan dari tujuan-tujuan organisasional digunakan sebagai standar dalam 

kontrol. Indikator-indikator kinerja dapat diturunkan dari tujuan-tujuan, seperti 

halnya garis besar standar apa yang diharapkan dari jabatan. Standar dapat ditentukan 

berdasarkan karateristik kuantitif dan kualitatif yang lebih jelas tampak pada 

keluaran, tingkat kualitas, tingkat inventeori atau indikator lain tentang kinerja 

individu dan kinerja keorganisasian. 

 Untuk indikator Tetapkan Standar ini, peneliti menanyakan kepada Tokoh 

Pemuda, RW 03 dan RT 01 Desa Limbung yaitu bapak ”Nanda, Jali, dan 

Taufik’’.Menurut bapak apakah BPD dalam melaksanakan tugas mengawasi kinerja 

Kades Limbung sudah menetapkan standar seperti berdasarkan Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri, RPJM, dan RKP Desa? Kemudian bapak Nanda menjelaskan sebagai 

berikut:
51

 

”Dalam hal ini menurut saya BPD belum mempunyai acuan dalam 

pelaksaanan kerjanya, hal ini terbukti seperti yang bapak sampaikan 

dengan berdasarkan Peraturan yang ada sangatlah bertolak belakang 

dengan kondisi lapangan yang dilaksanakan oleh BPD desa Limbung, 

contoh dalam hal pembangunan ada beberapa masyarakat juga 

memberikan masukan kepada BPD akan tetapi sampai saat ini belum 

ada tanggapan BPD, belum lagi Kades kami sering jarang berada 

dikantor.hal ini sudah biasa bagi masyarakat limbung ”. 

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis dari jawaban Tokoh 

Pemuda di desa Limbung memang belum mempunyai standart dalam mengawasi 

kinerja Kepala Desa, hal ini juga dilihat dari tinjauan peneliti dikantor BPD dengan 

melihat hasil rapat dan peraturan yang ada di desa Limbung. Kemudian peneliti 

bertanya kepada RW 03 yaitu Bapak Jali beliau menjawab sebagai berikut :
52

 

“Kalau menurut saya dalam hal ini benar yang disampaikan ketua 

pemuda desa Limbung, belum ada standar BPD dalam mengawasi 

kinerja kepala desa limbung, kepala desa masih seperti atasan BPD, 

sedangkan kita tahu bahwa BPD dan Kades sejajar dalam jabatannya. 

Akan tetapi dalam hal ini BPD seakan-akan hilang dalam pelaksanaan 

tugasnya”. 

Analisis penulis dalam hal ini memang belum ada standart yang ditetapkan 

BPD dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa, seharusnya dengan 

peraturan yang ada sudah sewajibnya BPD menetapkan standar dalam melakukan 

                                                           
51

 Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019. 
52

 Wawancara dengan Ketua RW 03 Jali, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019. 
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pengawasan. Kemudian peneliti bertanya kepada RT 01 yaitu Bapak Taufik beliau 

menjawab sebagai berikut :
53

 

“sebenarnya memang BPD belum melaksanakan tugas nya dengan baik, 

hal ini murni bukan kesalahan BPD sendiri, BPD juga masyarakat awam 

seperti kami-kami ini, mereka juga tidak mempunyai pendidikan dan 

pengetahuan yang luas dalam mengikuti peraturan yang ada, 

ditambahkan lagi kurangnya perhatian pemerintah dalam mensosialisasi 

kepada BPD terkait tugas-tugas mereka”. 

Analisis penulis dalam hal ini penulis melihat bukan semua kesalahan yang 

ada dalam pelaksanaan pengawasan tersebut kesalahan BPD, disini penulis melihat 

kurangnya pemberdayaan terhadap BPD oleh pemerintah desa maupun Daerah, 

sehingga BPD tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan 

peraturan yang ada. Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ”Bapak Nanda, Jali, 

dan Taufik”. Apakah standar yang ditetapkan ini mampu dijalankan BPD dalam 

pengawasan kinerja Kades? mereka menjawab sebagai berikut : 

“dalam hal ini jelas menurut saya standart dalam pengawasan saja 

belum diketahui oleh BPD. Mana mungkin BPD mampu menjalankan 

suatu standart tanpa adanya acuan dan memahami peraturan yang 

ada”.
54

 

 Analisis penulis melihat dalam aspek pembentukan BPD dalam hal ini belum 

terlaksana dengan baik, sehingga terbentuknya SK BPD tidak diikut sertakan dengan 

pelatihan dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi BPD. Hal yang sama juga 

disampaikan oleh Jali sebagai Berikut :
55

 

                                                           
53

 Wawancara dengan Ketua RT 01 Taufik, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019. 
54

 Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019. 
55

  Wawancara dengan Ketua RW 03 Jali, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019. 



84 

 

 

 

 “untuk menjalankan standart pengawasan tentu adanya tolak ukur, akan 

tetapi sampai saat ini tolak ukur standar dalam pengawasan BPD belum 

ada, sehingga sangat memungkinkan hal ini tidak berjalan”. 

Analisis penulis melihat dari hasil wawancara, perlu adanya perbaikan 

terhadap kinerja BPD, dalam hal ini program pemberdayaan BPD bisa dilakukan oleh 

desa dengan menggunakan Dana Desa, sehingga BPD mampu melaksanakan tugas 

dan fungsinya sesuai aturan yang ada. Hal yang sama juga dismpaikan oleh Taufik 

sebagai Berikut :
56

 

 “sangat jelas dikarenakan BPD tidak mengerti tugas dan fungsinya mana 

mungkin BPD bisa melaksanakan pengawasan dengan mengikuti standar 

yang ada, ditambah dengan kurangnya sarana dan prasarana prndukung 

BPD, seperti kantor BPD dan lain-lain”. 

 Analisis penulis terhadap hasil wawancara diatas pihak Desa juga 

bertanggung jawab dalam hal pemberdayaan birokrat desa, sehingga membuat 

birokrat desa mampu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian peneliti 

mencoba dengan pertanyan baru terhadap “Bapak Nanda, Jali, dan Taufik”  Apakah 

BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kades ada 

menemukan laporan atau keluhan dari masyarakat dan bagaiamana tanggapan BPD 

saat menerima keluhan tersebut? Berikut disampaikan oleh mereka dalam hasil 

wawancara :
57

 

 “kalau keluhan masyarakat ada beberapa yang kami dengar dari 

masyarakat lansung baik itu pemuda maupun pemudi, dalam hal ini 

seperti yang disampaikan tadi BPD terkadang ada yang ditanggapinya 

ada juga hanya dibiarkan saja sama mereka, hal ini bisa dilihat dari 

keluhan masyarakat yang terkadang disampaikan kepada kami salah 

                                                           
56

 Wawancara dengan Ketua RT 01 Taufik, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019. 
57

 Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Ketua RW 03 Jali, dan RT 01 Taufik, 

Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019. 
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satunya pembangunan dan jarangnya Kepala Desa berada dalam 

kantor. Hal ini sering dijumpai masyarakat desa limbung yang ingin 

meminta tanda tangan kepala desa terpaksa mencari kepala desa mereka 

diluar kantor seperti kebun dan lain-lain”. 

Dari hasil wawancara peneliti di atas bersama informan terkait tetapkan 

standar pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Limbung bisa 

dikatakan tidak terlaksana dengan baik, dari jawaban Tokoh Pemuda, Ketua RW 03, 

dan Ketua RT 01 telah mendiskripsikan bahwa BPD tidak menetapkan standar dalam 

mengawasi kinerja Kepala Desa, hal ini dikarenakan BPD tidak memahami tugas dan 

fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. 

4.2.2. Ukur Kinerja  

 Tahap kedua dalam proses kontrol meliputi pengukuran kinerja aktual. 

Tampilan kerja atau pelaksanaan kerja (performance) adalah “the level of the 

individual’s work achievement that’s comes only after effort has been exerted”. 

Untuk melaksanakan tahap ini perlu ditetapkan presedur, waktu dan metode-metode 

atau teknik-teknik pengukuran kinerja yang digunakan. Tampilan kerja diukur yang 

diukur dapat berupa tampilan kerja individu, tampilan kerja kelompok dan tampilan 

kerja organisasi. Tampilan kerja ini dapat diukur perjam, perhari, perminggu, 

perbulan, pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan. Meskipun 

demikian, masing-masing sumber informasi dalam mengukur kinerja tidak selalu 

berdiri sendiri, tetapi akan lebih efektif apabila dilakukan secara kombinasi atau 

terpadu untuk memungkinkan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. 
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 Agar pelaksanaan pengukuran tampilan kerja berlangsung dengan tepat. Maka 

perlu dikumpulkan data dan mendeteksi lokasi permasalahan, ini disebut monitoring 

performance atau pemonitoran tampilan kerja. Untuk mengumpulkan data tentang 

kinerja dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara atau angket. 

Pengamatan atas laporan, baik laporan-laporan lisan (oral reports), laporan-laporan 

tertulis (written reports), maupun laporan-laporan statistik (statiscal repports), juga 

merupakan meteode yang penting, jika data atau informasi sudah dikumpulkan 

melalui individu, kelompok atau unit kerja yang kinerjanya dikontrol. Harus diuji 

validitasnya, sebab ada kemungkinan karyawan atau manajer akan memberi data 

“palsu” jika mereka tahu bahwa hasil yang negatif akan digunakan untuk 

memindahkan atau mendemosi mereka. 

 Untuk indikator Ukur Kinerja Aktual, peneliti menanyakan kepada Camat 

Lingga Utara, Ketua BPD dan Kepala Desa Limbung yaitu bapak ”Muslim. Samsol. 

B, dan Andi Mulya’’. Menurut bapak apakah selama ini ada presedur, waktu, dan 

metode atau teknik pengawasan kinerja Kepala Desa yang digunakan oleh BPD? 

Kemudian bapak Muslim menjelaskan sebagai berikut:
58

 

 “Dalam hal ini saya jelaskan dulu pihak kecamatan hanyalah bersifat 

koordinasi dengan pemerintahan desa,akan tetapi pihak camat juga 

biasa mendapatkan keluhan dari masyarakat apabila mereka tidak 

mendapatkan pelayanan yang baik di tingkat Desa. Jadi menurut saya 

berdasarkan laporan masyarakat yang waktu lalu melaporkan kepada 

saya dimana kepala desa jarang ada dikantor,nah dalam hal ini saya 

sedikit berpendapat bahwa pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala 

Desa masih sangatlah kurang. Bukan kita mau menghakimi BPD akan 

                                                           
58

 Wawancara Camat Lingga Utara Bapak Muslim, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019 



87 

 

 

 

tetapi, banyak desa yang ada diwilayah saya BPD nya di bawah 

pendidikan Kepala Desa. Jadi tidak heran jika mereka tidak mempunyai 

standar untuk mengukur kinerja Kepala Desa”. 

Analisis penulis selama melakukan wawancara, penulis melihat bahwa dalam 

hal ini BPD belum memaksimalkan fungsinya secara baik dengan berdasarkan 

peraturan yang ada, hal ini dibuktikan BPD tidak pernah menetapkan waktu, 

presedur dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, Point yang harus digaris bawahi 

BPD memiliki SDM yang kurang memadai, hal ini temuan penulis melihat BPD 

terdiri dari masyarakat yang hanya berpendidikan SMA, sehingga tidak 

memungkinkan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa yang mempunyai level 

pendidikan diatas BPD. Kemudian peneliti bertanya kepada Ketua BPD yaitu Bapak 

Samsol. Beliau menjawab sebagai berikut :
59

 

“selaku Ketua BPD saya mengakui bahwa anggota saya termasuk saya 

pribadi tidak ada menetapkan standar dalam mengawasi kinerja Kepala 

Desa, hal ini memang belum pernah saya lakukan dan mengadakan 

musyawarah dengan para anggota BPD lainnya terkait permasalahan 

standar ukur dalam hal pengawasan, akan tetapi saya selalu 

menegaskan kepada anggota jika ada menerima teguran dan keluhan 

masyarakat terhadap kinerja Kepala segera memberi tahu saya atau 

menegur secara langsung kepada Kepala Desanya. Hal ini kalau 

menurut saya harusnya dimaklumi oleh masyarakat dikarenakan kami 

(BPD) hanyalah birokrat desa yang kurang perhatian pemerintah, kami 

tidak memahami tugas dan fungsi kami dikarenakan pendidikan kami 

hanyalah SMA, dan kalau menurut saya belum adalah lagi sosialisasi 

dan program pemberdayaan BPD selama saya menjadi BPD”. 

Analisis penulis terhadap wawancara dan observasi dilapangan penulis 

melihat bahwa BPD juga membuka diri dan mengakui kesalahan mereka, mereka 

juga sadar dengan kemampuan mereka. BPD juga membuka diri untuk lebih baik 
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lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD juga mengharapkan adanya 

sosialisasi dan program pemberdayaan untuk BPD sendiri. Kemudian peneliti 

bertanya kepada Kepala Desa yaitu Bapak Andi Mulya beliau menjawab sebagai 

berikut :
60

 

“Kalau menurut saya namanya pemimpin tidak ada yang luput dari 

kesalahan, jadi wajar mungkin ada beberapa masyarakat mengeluh dan 

mengomentari kinerja saya, dalam hal ini jujur saja selama saya menjadi 

Kepala Desa Belum ada masyarakat yang menegur maupun BPD 

menegur atau memberikan standar dalam mengawasi kinerja saya, 

terlepas apa mereka segan atau hal-hal lain. Mungkin ini juga 

menjadikan masukan bagi saya dan BPD serta birokrat desa lainnnya”. 

Analisis penulis dalam hal ini melihat Kepala Desa juga membuka diri, beliau 

juga tidak merasa apa yang dilakukannya semua benar, sehingga beliau sangat 

menerima masukan-masukan terutama BPD, untuk pemberdayaan Birokrat desa itu 

sendiri Kepala Desa juga akan memaksimalkan dengan anggaran dana desa yang 

ada. Selanjutnya penulis meneruskan pertanyaan yang kedua kepada  Bapak Camat 

yaitu Bapak Muslim tentang Apakah BPD dalam melaksanakan fungsinya ada 

melaksanakan pengumpulan data pengawasan kinerja kepala desa dengan cara 

seperti observasi dan wawancara kepada masyarakat? Kemudian bapak Muslim 

menjelaskan sebagai berikut:
61

 

”Nah, untuk hal ini saya belum mengetahuinya, dikarenakan saya 

(camat) hanyalah koordinasi dari desa, tapi menurut pengamatan saya 

selama jadi camat belum adalah kelihatan hal-hal seperti yang saudara 

sampaikan, karena kalaupun ada pengumpulan data dan wawancara 

kepada masyarakat, kami pasti mengetahui dari laporan-laporan 
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masyarakat sekitar maupun kepala desa, jadi menurut saya kemungkinan 

tidak ada. Sebenarnya permasalahan BPD setiap desa hampir sama saja 

di Kepri ini jadi menurut saya perlulah adanya pemberdayaan BPD 

serta sosialisasi tentang tugas dan fungsi BPD, sehingga kedepannya 

BPD bisa memperbaiki kinerjanya dan berdampaklah pada 

pembangunan dilingkungan masyarakat”. 

Analisis penulis dalam hal ini melihat bahwa dengan SDM yang ada di 

birokrat desa terutama BPD masih jauh dari kata baik, hal ini dibuktikan dengan 

hasil wawancara dengan BPD bahwa BPD saja tidak tahu dengan peraturan yang 

mengatur tentang tugas dan fungsi BPD, sehingga tidak mengherankan jika BPD 

tidak mampu mengawasi kinerja Kepala Desa, apalagi menggunakan teknik-teknik 

atau menetapkan standar dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Kemudian peneliti 

bertanya kepada Ketua BPD yaitu Bapak Samsol. B. dengan pertanyaan yang sama, 

dan beliau menjawab sebagai berikut :
62

 

“Untuk hal tersebut memang belum ada dilakukan oleh BPD seperti 

mengumpulkan data, observasi dan wawancara. Hal ini memang belum 

terlintas oleh BPD untuk melakukan hal itu, akan tetapi dalam 

keseharian untuk saya pribadi saya terkadang ada juga melakukan 

silaturahmi kepada masyarakat untuk melakukan dialog bersama dan 

saya juga ada beberapa kali bertanya kepada masyarakat terhadap 

keluhan mereka kepada birokrat desa, jika dalam dialog itu ada maka 

saya ada beberapa kali menegur birokrat desa dalam hal ini biasanya 

Kepala Desa yang sering menjadi keluhan masyarakat”. 

Analisis penulis melihat dilapangan berdasarkan keluhan-keluhan masyarakat 

Desa Limbung memang dalam pelaksanaan fungsi BPD belum terlaksana dengan 

baik, akan tetapi BPD juga sudah mencoba untuk melakukan perbaikan dengan 

silaturahmi kepada masyarakat agar mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat desa 
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Limbung. Kemudian peneliti bertanya kepada Kepala Desa yaitu Bapak Andi Mulya 

dengan pertanyaan yang sama, dan beliau menjawab sebagai berikut :
63

 

“Kalau menurut saya hal tersebut belum adalah dilakukan oleh BPD, hal 

ini terbukti belum ada masyarakat yang komplain selama saya menjabat 

menjadi Kepala Desa Limbung, kalau mungkin ada keluhan itu hal biasa 

bagi saya, dan seharusnya jika memang ada keluhan dari masyarakat 

kepada saya, saya siap membuka pintu saya dirumah maupun dikantor, 

hal ini seharusnya disampaikan BPD sehingga saya mengetahui 

kekurangan saya dalam melaksanakan roda kepemimpinan didesa 

Limbung ini”. 

Dari hasil wawancara peneliti di atas bersama informan terkait indikator Ukur 

Kinerja Aktual dalam pelaksanaan tugas BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa 

Limbung bisa dikatakan tidak terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil 

wawancara penulis dengan Camat Lingga Utara, Ketua BPD dan Kepala Desa 

Limbung yang dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan yaitu Ukur Kinerja 

Aktual belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum pernah dilaksanakan 

pengumpulan data, observasi dan wawancara lansung kepada masyarakat untuk 

mengetahui kinerja Kepala Desa, sehingga BPD tidak mempunyai laporan dalam 

menanggapi keluhan masyarakat yang berakibat tidak berjalannya pengawasan yang 

baik pada kinerja Kepala Desa Limbung. 

4.2.3. Bandingkan Hasil Aktual dan standar  

 Tahap ketiga dalam proses kontrol ialah membandingkan hasil kinerja aktual 

dengan standar. untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti digunakan sebagai 
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ukur yang akan diperbandingkan, sebab apabila standar tidak jelas maka sulit untuk 

menilai tingkat kinerja yang dicapai. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja 

yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan ini 

menentukan kebutuhan untuk tindakan.  

 Adapun hasil dari membandingkan kinerja aktual dan standar mengarah pada 

dua kemungkinan secara signifikan konsisten dengan standar atau lebih secara 

signifikan berbeda dari standar. tetapi ketika membandingkan hasil aktual dan 

standar perlu menentukan batas yang dapat diterima tentang derajat penyimpangan. 

Ini disebut toleransi kontrol (control tolerane) yaitu “variation from the standard 

that is acceptable to the manager”.     

Untuk indikator Bandingkan Hasil Aktual dan Standar, peneliti menanyakan 

kepada Tokoh Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama Dan Tokoh Adat di Desa 

Limbung yaitu bapak ”Basrah dan Darur Karar”. Menurut bapak apakah BPD dalam 

pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa melakukan perbandingan kinerja 

aktual dengan standar? Kemudian bapak Basrah menjelaskan sebagai berikut:
64

 

“Menurut saya dalam pengawasan yang dilaksanakan BPD belum ada 

perbandingan kinerja aktual dengan standar yang ada, bagaimana 

mungkin untuk membandingkan kinerja tersebut, sedangkan dalam 

pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam 

pembangunan belum mempunyai skala ukur yang jelas. Jadi menurut 

saya sangat perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan tugas BPD”.  

Dalam analisis penulis melihat bahwa dalam pelaksanaanya pengawasan BPD 

terhadap kinerja Kepala desa belum mampu untuk melakukan studi banding dengan 
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aktual standar kinerja dalm pelaksanaanya pengawasan, karena dalam hal ini belum 

ada indikator-indikator penilaian dan standar dalam menentukan pelaksanaan kinerja 

Kepala Desa. Sehingga tidak memungkinkan BPD untuk melakukan dan 

melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada standar yang jelas dalam hal 

pengawasan. Kemudian peneliti bertanya kepada Tokoh Adat yaitu Bapak Darur 

Karar dengan pertanyaan yang sama, dan beliau menjawab sebagai berikut:
65

 

“Menurut saya benar yang disampaikan oleh saudara kita pak Basrah, 

dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD sangatlah 

tidak maksimal hal ini karena dalan pelaksanaan tugas tersebut belum 

dibuat suatu acuan yang mengukur kinerja dengan standart yang ada. 

contoh dalam hal ini kalau saya melihat banyak sekali jalan-jalan yang 

sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena 

kondisinya sangat tidak memungkinkan, padahal sudah disampaikan 

oleh masyarakat agar pemerintah desa melakukan perbaikan jalan 

tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa (ADD), akan tetapi 

hal ini jarang sekali diperhatikan oleh BPD. Kita sangat menyayangkan 

hal ini, seharusnya BPD sebagai jembatan masyarakat dengan Kepala 

Desa dalam hal pembangunan desa dan hal lainnya, akan tetapi BPD 

tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan 

harapan masyarakat. Saya rasa sangat perlu BPD yang ada didesa 

Limbung ini diberdayakan, sehingga memungkinkan mereka bisa 

melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada”. 

Analisis penulis dalam hal ini perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan 

kinerja BPD untuk pengawasan, perlu adanya inovasi baru dalam pelaksanaan 

pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini dikarenakan BPD tidak mampu 

melaksanakan tugasnya disebabkan oleh kurang SDM yang memadai ditingkat Ketua 

BPD maupun anggota BPD. Kemudian peneliti bertanya kepada Tokoh Agama yaitu 

Bapak Basrah dengan pertanyaan lain “ Menurut bapak apa saja yang harus 
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diperbaiki BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, selain membuat skala 

mengukur atau membandingkan kinerja aktual dengan standar ?”. Dan beliau 

menjawab sebagai berikut :
66

 

“Jelas menurut saya yang pertama tadi menetapkan standar dalam 

pengawasan sehingga kita mampu membandingkan suatu kinerja apabila 

mempunyai standar yang jelas. Kemudian yang harus diperbaiki adalah 

pengetahuan BPD dalam pelaksanaan tugas, perlu adanya sosialisasi 

dan program pemberdayaan BPD dai pihak Desa dengan menggunakan 

dana desa (ADD/DD) hal ini bertujuan agar BPD mampu menjalankan 

tugasnya dengan baik. Selain itu perlu adanya evaluasi terhadap kinerja 

BPD setiap akhir masa jabatan sehingga mempunyai dorongan untuk 

lebih baik lagi kedepannya, dan yang terpenting adalah sarana dan 

prasarana yang harus dilengkapi oleh Pemerintah desa dalam 

memudahkan pelayanan yang dilakukan oleh BPD”. 

Analisis penulis dalam hal ini point yang harus diperbaiki BPD adalah 

mengetahui tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan BPD, serta adanya program-

program yang mampu meningkatkan kinerja BPD, sehingga dorongan-dorongan dari 

masyarakat tersebut harus ditanggapi secara positif oleh desa sehingga pihak desa 

juga melakukan tindakan perbaikan dalam hal pemberdayaan BPD dan birokrat desa. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Adat di Desa Limbung yaitu Bapak 

Darur Karar sebagai berikut: 
67

 

“Kalau menurut saya sebelum di SK kan para BPD seharusnya sudah 

mempersiapkan ide dalam mengatur standar pengawasan kinerja desa, 

sehingga saat berjalannya proses kerja BPD tinggal dimusyawarahkan 

bersama untuk menentukan skala standar yang baik dalam pelaksanaan 

pengawasan kinerja Kepala Desa disektor pembangunan, dan kalau 

perlu BPD membuat suatu peraturan yang mengikat tentang standart 

pengukuran pengawasan kinerja Kepala Desa Limbung”. 
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Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan dalam indikator 

Bandingkan Hasil Aktual dan Standar belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh 

BPD, hal ini tidak terlepas dari indikator-indikator yang dibahas sebelumnya. Dalam 

pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa seharusnya BPD sudah 

membuat suatu standar dalam peraturan desa, sehingga BPD dengan mudahnya dapat 

mengukur kinerja Kepala Desa berjalan dengan baik atau tidaknya, sehingga hal ini 

berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Untuk sektor 

pembangunan di desa Limbung memang belum terlaksana dengan merata, akibat dari 

kurangnya perhatian BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak 

desa. 

4.2.4. Ambil Tindakan Perbaikan 

 Persamaan kontrol mengindikasi bahwa makin besar perbedaan ukuran antara 

kinerja diinginkan dan aktual, makin besar kebutuhan untuk tindakan. Jika hasil tahap 

ketiga menunjukkan ada perbedaan signifikan antara kinerja aktual dan standar, maka 

manajer perlu mengambil tiap tindakan yang perlu untuk memperbaiki. Jika tidak 

ditemukan perbedaan signifikan perlu dilakukan tindakan penyesuaian. Tindakan 

korektif atau penyesuaian biasanya mengambil satu dari tiga bentuk, yaitu: maintein 

current status jika hasil akhir konsisten dengan standar; make adjustment jika hasil 

menyimpang dari standar karena pelaksanaan tidak tepat: dan change the standards 

jika hasil secara signifikan menyimpang dari standar karena yang digunakan tidak 

tepat. 
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 Singkatnya, jika hasil kinerja sesuai dengan standar maka respon yang tepat 

dari manajer adalah mengakui kinerja dapat diterima dan memelihara status qua dan 

kemudian melakukan monitor dan mengukur pelaksanaan dan hasil kinerja. Dalam 

hal ini individu, kelompok atau departemen unit kerja secara normal melanjutkan 

tugasnya tanpa suatu perubahan yang berarti. Jika hasil kinerja aktual menyimpang 

dari, tidak sesuai dengan atau belum mencapai standar yang ditentukan sampai batas 

control tolerence, maka manajer melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian 

hingga mengubah standar yang digunakan. 

 Hasil yang berbeda oleh adanya penyimpangan tidak boleh ditunda, 

dimaafkan, dikompromikan tetapi harus sesegera mungkin ditangani dan diperbaiki 

sebab itu adalah keharusan. Tindakan perbaikan mungkin dalam hal perencanaan 

seperti perubahan dalam memotivasi pekerja untuk mendapatkan pandangan dan 

pemahaman baru atau lebih mendalam atas kebijaksanaan yang ada: mungkin juga 

perubahan dalam prosedur atau cara baru mengecek hasil. Cara mendapatkan hasil 

terbaik, perbaikan penyimpangan harus disertai dengan tanggung jawab dari individu. 

Tanggung jawab disesuaikan dengan tugas yang dipikul, sehingga mendapatkan hasil 

yang optimal. Jadi pengontrolan hanya mempunyai arti yang kecil kecuali jika 

diambil tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kegiatan- kegiatan yang 

telah dan sedang berlangsung tidak sesuai dengan rencana. Sebab itu melakukan 

tindakan perbaikan terhadap sesuatu penyimpangan yang berarti wajib dilakukan 
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manajer. Ada dua tipe tindakan koreksi yang dapat dilakukan jika terjadi 

penyimpangan yaitu: 

• Tindakan korektif segera (immediate corrective action), juga sering dilukiskan 

sebagai putting out fires, yaitu tindakan koreksi terhadap berbagai hal yang 

masih merupakan gejala-gejala . 

• Tindakan koreksi mendasar (basic corrective action), yaitu tindakan atau 

kasus-kasus. Dengan kata lain, melakukan tindakan koreksi terhadap deviasi 

(penyimpangan) yang terjadi dengan terlebih dahulu mencari serta 

mendapatkan sumber-sumber informasi yang menyebabkan terjadinya 

penyimpangan. 

Melalui tindakan koreksi atas suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan 

kerja akan berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada perbedaan atau penyimpangan 

antara hasil dan standar harus diputuskan pemecahan mana yang akan dilakukan, 

artinya perlu dipertimbangkan apakah penyimpangan tersebut merupakan 

penyimpangan bearti atau tidak bearti. Untuk itu perlu diperhatikan diagnosis 

termasuk diagnosis atas sebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan dan hasil dari 

standar. Hasil diagnosis ini kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan perbaikan. 

Diagnosis mencankup antara lain penilaian tipe, jumlah, tempat dan sebab 

penyimpangan dari standar. Beberapa sebab potensial dari penyimpangan kinerja 

antara lain : salah perencanaan, kurang komunikasi didalam organisasi, kurang 
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pelatihan, kurang motivasi, dan ada gangguan yang tak dapat diduga dari luar 

organisasi, seperti halnya regulasi pemerintah atau kompetisi. 

Bahwa tindakan mengatasi persoalan lebih baik daripada tindakan korektif. 

Sebab tindakan terakhir dalam proses pengontrolan lebih banyak meliputi tindakan 

mencari sumber kesulitan dan mengoreksinya. Oleh sebab itu tujuan kontrol antara 

lain adalah : 

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan sumber-sumber dan 

pelaksanaan tugas sehingga tujuan yang telah direncanakan tidak tercapai. 

2. Mencegah agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari prosedur yang telah 

digariskan atau ditetapkan. 

3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang dan 

mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. 

4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. 

5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan. 

Untuk indikator Ambil Tindakan Perbaikan, peneliti menanyakan kepada 

Ketua BPD dan Kepala Desa Limbung yaitu bapak ”Samsol. B dan Andi Mulya”. 

Menurut bapak apakah bentuk tindakan perbaikan yang dilakukan BPD terhadap 

penyimpangan Kinerja Kepala Desa? Kemudian bapak Samsol. B.menjelaskan 

sebagai berikut :
68

 

“Menurut saya selaku ketua BPD kami akan memperbaiki kesalahan-

kesalahan kami, dan saya juga mengharapkan dengan adanya penelitian 
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bapak tentang pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa ini dapat 

menjadi tambahan bagi kami, serta keluh kesah kami sebagai BPD 

tersampaikan dipemerintahan desa maupun kabupaten. Kami 

mengharapkan adanya program-program yang memberdayakan BPD 

dan juga sosialisasi terhadap kinerja BPD lebih digiatkan lagi, kami 

percaya jika BPD memahami tugas dan fungsinya lewat program-

program pemberdayaan BPD akan bisa meningkatkan mutu kinerja kami 

selaku BPD”. 

Analisis penulis dalam hal ini berdasarkan wawancara diatas penulis melihat 

bahwa BPD juga sangat mengetahui kesalahan-kesalahan mereka dalam pelaksanaan 

pengawasan kinerja Kepala Desa Limbung, hal ini juga membuat mereka seperti 

terbebani dalam menjalankan fungsi BPD yang tidak sesuai aturan, sehingga mereka 

juga menginginkan perbaikan-perbaikan yang ada, setelah peneliti juga menerangkan 

serta memberikan masukan dan peraturan-peraturan tentang fungsi BPD, tanggapan 

ketua BPD desa Limbung juga sangat baik sehingga mereka siap dan mau mengikuti 

jika ada pelatihan serta sosialisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Hal 

yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Andi Mulya sebagai 

berikut :
69

 

“Tindakan perbaikan saat ini menurut saya adalah membangun 

komunikasi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, hal ini guna untuk 

memperbaiki kinerja sehingga sangat diperlukan komunikasi antara saya 

dan BPD, langkah kedepannya kami akan bermusyawarah untuk 

menyelesaikan permasalaham-permaslahan desa Limbung saat ini”. 

Dari wawancara yang dilakukan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pada 

saat ini belum ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh 

Kepala Desa, seharusnya ada dua tipe dalam memperbaiki penyimpangan yaitu 
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dengan Tindakan Korektif dan Tindakan Koreksi. Untuk itu sangat diperlukan 

standar dalam pengawasan, ukur kinerja aktual, bandingkan hasil aktual dan standar, 

dan ambil tindakan perbaikan. Dalam hal ini pihak BPD juga menginginkan 

kedepannya ada perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, sehingga 

mereka ingin sekali untuk mengambil tindakan perbaikan dengan bermusyawarah 

dengan Kepala Desa terlebih dahulu, serta melakukan perbaikan yang bersifat 

mengikat pada peraturan. 

Analisis penulis dari empat indikator pengawasan yang menjadi tolak ukur 

penulis dalam hal ini belum terlaksanakan dengan baik, hal ini salah satu penyebab 

paling mendasar adalah dimana BPD tidak memiliki pemahaman dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi mereka faktor membuat BPD tidak memahami tugas dan fungsinya 

dikarenakan tingkat pendidikan BPD masih jauh dari kata baik, rata-rata BPD desa 

Limbung hanya memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga 

masih jauh dalam memahami konsep pemerintahan desa dikarenakan kurangnya 

program-program pemberdayaan BPD itu sendiri. Jadi sangat memungkinkan untuk 

BPD tidak mampu membuat standar serta acuan dalam hal pengawasan. Hal ini 

seharusnya sudah menjadi bahan pertimbangan pemerintahan dalam pembentukan 

BPD untuk lebih giat lagi dalam memberikan pendidikan formal maupun tidak 

formal kepada pemerintahan desa terutama desa Limbung Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga. 
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4.3. Faktor Penghambat Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala  

Desa  

Dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kades di Desa 

Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga yang berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan 

Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi BPD di 

Desa Limbung, adapun kendala-kendala serta hambatannya sebagai berikut : 

4.3.1. Hambatan dari indikator Menetapakan Standar : 

1. Dalam melaksanakan tugas mengawasi kinerja kepala desa BPD belum 

mempunyai standar ataupun acuan dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam 

pelaksanaan kerjanya sehingga bertolak belakang dengan apa yang terjadi di 

lapangan. 

2. Kurangnya sosialisasi dan program-program yang memberdayakan BPD, sehingga 

BPD tidak memahami tugas dan fungsi mereka, ditambah lagi dengan kurangnya 

pengetahuan BPD yang dalam hal tingkat pendidikan BPD hanya sekolah 

menengah atas (SMA). 

3. Belum dilakukannya secara rutin mengenai kearsipan, laporan administrasi dan 

laporan kegiatan selain itu dukungan sarana dan prasarana pendukung BPD kurang 

memadai sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi terhambat. 



101 

 

 

 

4. Kurangnya komunikasi antara masyarakat terhadap birokrat desa (BPD dan 

Kades), hal ini dikarenakan BPD tidak bisa menampung aspirasi masyarakat 

terhadap kinerja Kades yang dianggap kurang memuaskan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan kurangnya memahami tugas dan fungsi BPD sesuai aturan yang ada, 

sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD menjadi terhambat. 

5. Karakter kepemimpinan BPD belum terlaksana dengan baik, dikarena BPD 

cenderung menutup diri dengan masyarakat sehingga BPD kurang memahami 

kultur masyarakat serta menanggapi keluhan-keluhan yang ada dilingkungan 

masyarakat. 

6. BPD tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa 

dikarenakan tidak mampu membuat dan menyepakati standar dalam pelaksanaan 

pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu BPD juga tidak mampu memenuhi 

ukur kinerja aktual, bandingkan hasil aktual dan standar serta melakukan 

perbaikan terhadap penyimpangan pengawasan yang telah terjadi maupun gejala-

gejala penyimpangan. 

7. Tidak ada acuan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan 

diberlakukan dalam pemeriksaan hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan desa. 

4.3.2. Hambatan Indikator Ukur Kinerja BPD sebagai berikut : 

1. Belum terbentuknya tim Pengontrol (pengawasan) yang dimaksudkan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi 
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2. Minimnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari setiap anggota untuk dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. 

3. Kemampuan dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam membuat jurnal kegiatan, dokumen dan format pelaporan masih minim, 

sehingga membutuhkan bantuan dari anggota yang lain. 

4. Peran aktif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengajukan 

pendapat dan memberikan saran dan pengarahan yang positif belum dilakukan 

oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

5. Belum adanya pengumpulan data serta observasi kepada masyarakat untuk 

mengetahui kinerja kepala desa, sehingga BPD tidak mempunyai laporan 

dalam menaggapi keluhan masyarakat yang membuat tidak berjalannya 

pengawasan yang baik pada kinerja kepala desa. 

6. Masyarakat juga tidak mampu melakukan pengawasan dalam hal 

pembangunan, hal ini dikarenakan masyarakat mulai jenuh akibat aspirasi 

mereka tidak ditanggap dengan baik oleh pemerintahan desa terutama BPD. 

4.3.3. Hambatan Indikator Bandingkan Hasil Aktual dan Standar Sebagai 

Berikut: 

1. Belum adanya skala ukur yang jelas dalam melaksanakan pengawasan 

terhadap kinerja kepala desa dalam melakukan realisasi pembangunan dan 

perbaikan jalan dengan menggunakan anggaran dana desa belum sesuai 

dengan harapan masyarakat. 
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2. Kurangnya SDM yang memadai ditingkat Ketua BPD maupun anggota BPD 

sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum berjalan dengan baik. 

3. Belum adanya program dan pemberdayaan yang mampu meningkatkan 

kinerja BPD, sehingga dorongan dari masyarakat harus cepat ditanggapi 

secara positif dalam hal pemberdayaan BPD dan birokrat desa 

4. Belum mengatur standar dalam melaksanakan pengawasan di sektor 

pembangunan dan Kinerja Kepala Desa. 

5. Belum adanya pembagian tugas yang dilakukan secara tertulis, sehingga 

setiap anggota tidak memiliki jadwal yang jelas untuk dapat melakukan 

pengawasan. Sehingga anggota BPD seperti pasif dalam pengawasan 

pembangunan maupun kinerja Kepala Desa. 

6. Belum adanya Rasionalisasi dari dana Desa untuk melakukan pemberdayaan 

kepada BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga BPD dengan 

kurangnya SDM ditambah tanpa ada sosialisasi tidak mengheran jika 

outputnya BPD tidak mampu melaksanakan tugas nya dengan baik. 

4.3.4. Hambatan dari indikator Ambil Tindakan Perbaikan Sebagai Berikut: 

1. Belum adanya tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan 

oleh kepala desa 

2. BPD belum mampu membuat standar serta acuan dalam pengawasan karena 

kurangnya pemberdayaan  
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3. Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap 

hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu 

meperbaiki permasalahan. 

4. BPD juga tidak melakukan perbaikan dalam menerima dan menampung 

aspirasi masyarakat dalam bentuk keluhan masyarakat terhadap 

pembangunan maupun terhadap kinerja Kepala Desa yang menurut 

masyarakat dalam hal ini belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi BPD dalam 

pengawasan kinerja Kades di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten 

Lingga antara lain : 

1. BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa 

Limbung belum dilakukan secara  maksimal yang disebabkan BPD belum 

bahkan tidak bisa menafsirkan secara benar fungsi pengawasan kinerja 

kades yang melekat atas dirinya yang sesuai dengan Undang Undang 

nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 

2. Hambatan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa 

khususnya bidang insfrastruktur ini disebabkan lemahnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dimiliki oleh seluruh anggota BPD Desa Limbung. 

Tidak dapat dipungkiri seluruh anggota BPD berpendidikan batas minimal 

yang dipersyaratkan yakni berijazah SMP. 

5.2. Saran 

Berdasarkan fungsi penelitian tentang fungsi BPD dalam pengawasan kinerja 

Kades di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Adapun saran-

saran tersebut sebagai berikut : 
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1.  Dalam melaksanakan  pengawasan BPD harus menetapkan standart 

pengawasan, misalkan apakah pekerjaan yang dilakukan sudah dicantumkan 

dalan Dokumen Penggunaan Anggran ( DPA ) atau APBDes dan apakah 

sudah termasuk dalam Dokumen perencanaan melewati Musrenbangdes dan 

RPJMD Kabupaten Lingga yang harus direfleksikan oleh Pemerintahan Desa. 

2. BPD harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang 

dilaksanakan dengan menetapkan jadwal monitoring untuk setiap pekerjaan 

yang dilaksanakan. BPD dapat meminta bantuan tim teknis ke Perangkat 

Daerah dalam melakukan pengawasan karena kurangnya sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh BPD. 

3. Hasil pengawasan yang dilakukan harus disesuikan antara perencanaan dan 

realisasi sebagai hasil kerja yg actual dan standar. 

4. Hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus dievaluasi dan harus dilakukan 

perbaikan dengan merujuk pada tahapan tahapan sebelum pekerjaan 

dilaksanakan. Sebagai Pemerintahan Desa BPD beserta Kepala Desa harus 

berkoordinasi dan bemitra dalam menyusun program kegiatan setiap tahunnya 

sehingga kejdian seperti diatas tidak terjadi lagi . 
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